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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Tinjauan Pustaka 

   1. Pengertian Keagenan 

Keagenan adalah hubungan yang mempunyai kekuatan hukum yang 

terjadi bilamana kedua pihak bersepakat, memuat perjanjian, dimana salah 

satu pihak diamakan agen, setuju untuk mewakili pihak lainnya yang 

dinamakan pemilik (principal) dengan syarat pemilik tetap memiliki hak 

untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan 

kepadanya. 

Terjadinya Keagenanan menurut Prof. Dr Santoso, S.H., M.S. di 

Bukunya Keagenan (Agency), adalah keagenan dapat terjadi melalui 

beberapa cara, yaitu melalui penetapan, perbuatan, retifikasi atau disebabkan 

ketentuan hukum. 

a. Melalui Penetapan artinya terdapat seseorang yang ditunjuk dan 

ditetapkan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama orang lain. 

b. Melalui Perbuatan artinya dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui 

perbuatan prinsipal sebagai agen dan perbuatan prinsipal sebagai pihak 

ketiga. 

c. Melalui Ratifikasi artinya kemungkinan agen melakukan tindakan-

tindakan yang sebenarnya termasuk obyek tindakan yang di luar 

kewenangan yang diberikan oleh prinsipalnya, atau bisa terjadi seorang 

yang bukan agen yang diberikan kewenangan oleh prinsipal, justru 

melakukan tindakan atau perbuatan seperti halnya agen. 

Agen umum menurut Undang-undang Pelayaran No. 17 Pasal 1) Ayat 7), 

tahun 2008 adalah perusahaan angkutan laut nasioanal atau perusahaan 

nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang 

ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurusi kepentingan 

kapalnya selama di Indonesia. 
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Keagenan umum (general agent) menurut Drs. Suwarno, BA.,MM, di 

bukunya Manajemen Pemasaran Jasa Perusahaan Pelayaran, 2011 adalah 

perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan lain di Indonesia atau 

perusahaan asing di luar negeri (principal) untuk mengurus segala sesuatu 

yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya. Jadi, perusahaan dapat 

menunjuk agen dalam hal pelayanan terhadap kapalnya, tetapi juga dapat 

ditunjuk sebagai agen dalam hal pelayanan terhadap kapal milik perusahaan 

lain  

Penunjukan sebagai general agent dilakukan melalui letter of 

appointment (surat penunjukan) setelah adanya kesepakatan antara kedua 

pihak. Hak, kewajiban, tugas, serta tanggung jawab general agent dituangkan 

dalam agency agreement. 

Dalam liner services, penunjukan agen berlaku untuk jangka waktu 

tertentu dan dapat diperpanjang bila perlu, dalam bentuk agency agreement. 

Sementara dalam melayani kapal tramper services, penunjukan general agent 

dapat terjadi dengan kapal per kapal dan penunjukan tersebut cukup dengan 

letter of appointment atau surat penunjukan keagenan melalui faximile. 

Bila dalam suatu pelabuhan perusahaan tidak mempunyai cabang, makan 

general agent akan menunjuk cabang dari perusahaan lain sebagai sub agent. 

 

2. Tujuan Dari Tugas Pokok Keagenan 

   Menurut Drs. Suwarno, BA.,MM, untuk melaksanakan tugas-tugasnya, 

keagenan mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

a. Pelayanan Operasional Kapal-kapal Principal. 

1) Port Information (port facility, port formality, custom of the port); 

2) Keperluan kapal, seperti bunker air, provision, repair, maintenance, 

crewing, surat-surat dan sertifikat kapal, dan sebagainya; 

3) Penyelesaian dokumen, Bill of Lading, Manifest, Hatch list, Crew list, 

Dokumen untuk bongkar/muat, Ship Husbanding (in & out clearance, 

imigrasi, bea cukai, kesehatan pelabuhan, port adminitrasi, dokumen 

kapal lainnya); 
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4) Permintaan advance payment untuk part expenses, cargo expenses, 

keperluan kapal, dan lain-lain; dan 

5) Memberikan informasi kepada principal sebagai berikut :  

a) Sebelum Kapal Tiba 

- Port agen melalui general agent memberi informasi kepada principal 

tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, posisi gudang, peralatan 

bongkar muat, cargo prospect/booking yang sudah pasti, kalkulasi 

biaya disbursement; dan 

- Agen juga memberitahu kapal tentang situasi pelabuhan, rencana 

sandar, prospek muatan, rencana bongkar muat. 

b) Waktu Kapal Tiba 

Port agen memberitahu general agen tentang hari/jam tiba/sandar 

kapal, bunker on board, rencana bongkar muat, keadaan muatan 

kapal. 

c) Waktu Kapal Tiba di Pelabuhan 

Port agen melaporkan kepada general agen tentang hasil bongkar/muat 

dan hambatan yang terjadi. 

d) Waktu Kapal Berangkat 

Port agen memberitahukan kepada general agen untuk diteruskan ke 

principal tentang tanggal/jam selesai bongkar/muat, berangkat, draft 

kapal/bunker on board/isi, jumlah muatan yang dibongkar/di muat, 

sisa ruangan kapal, perkiraan freight, perkiraan biaya-biaya 

disbursement. 

e) Selanjutnya port agen segera mengirimkan dokumen bongkar/muat 

(taly sheet, outurn report, demage cargo list, dan lain-lain serta 

dokumen pemuatan (copy B/L, manifest) untuk selanjutnya dikirim ke 

principal dan pelabuhan tujuan. 

b. Memonitor Perkembangan Muatan 

Dalam hal ini agen melakukan hal-hal antara lain : 

1) Menjalin hubungan baik dengan para shipper dan member pelayanan 

informasi kepada consignee. 



7 

 

 
 

2) Menandatangani B/L atas nama principal 

3) Bila consignee belum memenuhi kewajiban, penyerahan barang hanya 

seijin principal (tertulis). 

c. Pelayanan terhadap Kapal dan Muatannya. 

Secara rinci hamper sama dengan tugas cabang. 

d. Penyelesaian Masalah Claim. 

Penyelesaian masalah claim sesuai dengan manual atas barang kurang atau 

muatan rusak, lalu meneruskannya kepada principal sepanjang memenuhi 

persyaratan dan membayar claim tersebut setelah mendapat persetujuan dari 

principal. 

e. Pelayanan claim yang menyangkut keputusan Ownerôs Representative. 

Dalam hal ini Unit Keagenan membantu untuk penyelesaian izin-izin 

antara lain ke : 

1) Departemen Perhubungan & Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 

2) Departemen Tenaga Kerja; 

3) Direktorat Jenderal Imigrasi; 

4) Pemerintah Daerah (Dinas Pajak); 

5) Komando Daerah Kepolisian; 

6) Departemen Luar Negeri; 

7) Badan Koordinasi Intelegen; 

8) Dan sebagainya. 

f. Kegiatan lainnya di cabang. 

 Kegiatan lain yang biasa dilakukan di cabang adalalh sebagai berikut : 

1) Mengurus surat-surat kapal (Shipôs paper) : 

a) Log book dan sijil ABK yang perlu ditanda tangani Syahbandar 

b) Sertifikat (statutory) yang habis masa berlakunya; 

c) Port clearance, custom clearance, dan sebagainya; dan 

d) Marime note of protest (untuk dokumen asuransi) yang perlu ditanda 

tangani notary public atau Syahbandar atau pejabat kedutaan/konsulat; 

dan 
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2)Pelayaran atas kebutuhan-kebutuhan kapal : repair, survey, supply 

 (bunker, spare parts, perbekalan, dan sebagainya), cash to master; 

3) Penyerahan dokumen-dokumen ke kapal : 

a) Shipôs paper yang telah selesai diurus, dikembalikan; 

b) Port clearance; 

c) Custom clearance, termasuk model H (bila ada); 

d) Pemberitahuan Umum (PU); 

e) Shipping order, loading cargo list, mateôs receipt, prestowage plan, dan 

sebagainya; 

f) Manifest, copy B/L dari muatan outward; dan 

g) Kuitansi uang rambu, dan lain-lain. 

4) Dokumen-dokumen untuk kepentingan cabang yang ditanda tangani  

 kapal : 

a) Statement of donaged cargo; 

b) Short/over landed cargo list; 

c) Labour and time sheet; 

d) Statement of fact (dokumen asuransi); 

e) Mateôs receipt semua shipment; 

f) Bukti pembayaran (taksi, motor boat, pengobatan, order-order, dan 

lain-lain); 

g) Surat-surat pengantar dan tanda terima lainnya; dan 

h) Dokumen-dokumen lain yang perlu disetujui nahkoda. 

 

3. Definisi Pelabuhan 

Menurut UU R.I Nomor 17 Tahun 2008 Pelabuhan adalah tempat yang 

terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai 

tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun 

penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat 

berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan 
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pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan 

intra dan antarmoda transportasi. 

 

4. Macam-Macam Definisi Tempat Sandar PT. Pertamina (Persero) 

Dalam sistem perhubungan laut di Indonesia, pelabuhan mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat produktivitas angkutan 

laut, terutama bagi pelayaran nusantara. Jumlah pelabuhan yang demikian 

banyak tersebar di pelosok nusantara dengan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang 

berbeda juga. Fasilitas pelabuhan umumnya terdiri dari fasilitas-fasilitas darat 

(dermaga, gudang, peralatan bongkar muat, dll) dan peralatan air (tunda, 

tongkang, pandu, dll). Maka dari itu pelabuhan atau tempat sandar untuk Badan 

Usaha Milik Negara PT. Pertamina (Persero) Region IV Semarang ini memiliki 

beberapa pengertian Umum sebagai berikut : 

a. Terminal Khusus 

Terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah 

Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan 

terdekat untuk melayani kepentingan sesuai dengan usaha pokoknya (UU 

R.I NO 17 Tahun 2008). Terminal khusus dilarang digunakan untuk 

kepentingan umum kecuali dalam keadaan darurat dengan izin Menteri (UU 

R.I No.17 Tahun 2008 Pasal 105). Terminal khusus yang sudah tidak 

dioperasikan sesuai izin yang telah diberikan dapat diserahkan kepada 

Pemerintah atau dikembalikan seperti keadaan semula atau diusulkan untuk 

perubahan status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha pokok 

yang lain atau menjadi pelabuhan (UU R.I No.17 Tahun 2008 Pasal 106). 

b. Terminal untuk Kepentingan Sendiri  

Terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah 

Lingkungan Kepentingan pelabuhan merupakan bagian dari pelabuhan 

untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya (UU R.I 

NO 17 Tahun 2008). 
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c. Single Point Mooring (SPM)  

Posisi SPM SO ï 1122 Semarang terletak pada posisi / koordinat 06Ü 53ô 

18.4ò S / 110Ü 25ô30.8ò E di lepas pantai Semarang dengan jarak Ñ 6 Mile 

arah utara Pelabuhan Tanjung Emas. SPM ini milik PT. Pertamina 

(Persero) dan sebagai sarana pembongkaran Bahan Bakar Minyak Multi 

Grade (Premium, Kerosin, Solar dan Pertamaks). Kedalaman laut di 

sekitar SPM adalah ± 12 meter pada radius 500 meter dari SPM dan ± 14 

meter pada radius 2 mile dari SPM.  

 Lokasi tanker berlabuh jangkar untuk menunggu penambatan adalah 

pada koordinat 06Ü 53ô 257ò S / 110Ü 24ô 534ò E (pada musim barat) atau 

di depan pintu masuk pelabuhan ± 3 mile (pada musim timur) 

SPM SO ï 1122 Semarang adalah Type Catenary Anchor Leg Mooring 

(CALM) seperti terlihat pada Gambar dibawah ini, dengan spesifikasi 

sebagai berikut : 

TABEL  2.1 

SPESIFIKASI SPM-SO PERTAMINA SEMARANG  

Spesifikasi Ukuran Keterangan 

Diameter Buoy 8 Meter Terbagi dalam 4 

compartement 

Diameter Skirt Buoy 11.5 Meter   

Ketinggian Buoy 3.7 Meter Dengan draught 4 

feet 

Jumlah jangkar 4 Buah  

Diameter Rantai  2 ¼ Inchi Grade U3 

Jumlah Line Floating Hose 1 Line Terdiri darNi 18 

Length Hose 

Diameter Floating Hose 16 Inchi  

Jumlah Line Under Buoy Hose 2 Line Masing ï masing 2 

Length 

Diameter Under Buoy Hose 12 Inchi  



11 

 

 
 

Diameter Submarine Pipe 16 Inchi  

Kapasitas Tanker Sandar   

1. DWT 29.756  

2. LOA 180 Meter  

3. Maksimum Draft 9.0 Meter  

Sumber : Data Pribadi Yang Diolah 

 

d. OPSICO 

 Nama dari pelabuhan khusus yang digunakan untuk menyandarkan dan 

melakukan bongkar muat kapal tanker yang bermuatan BBG:LPG atau 

Gas, tempat dari dermaga OPISCO ini berada di samping pelabuhan atau 

daratan dan tidak jauh di tengah laut. 

 

5. Definisi Kapal Tanker 

Menurut Drs. Suwarno, BA.,MM dibukunya Manajemen Pemasaran Jasa 

Perusahaan Pelayaran Kapal Tanker memiliki definisi sebagai berikut : 

Kapal laut jenis ini untuk mengangkut muatan cair. Karena muatan cair bisa 

bebas bergerak ke belakang/depan/kiri/kanan yang membahayakan stabilitas 

kapal, maka ruangan kapal dibagi dalam beberapa kompartement vertical yang 

berupa tengki-tengki. Selain aman untuk stabilitas, kekuatan tekanan juga 

dipecah-pecah menjadi kecil sehingga memerlukan banyak pipa-pipa dan 

kelengkapan pompa. Biasanya mesin dan bangunan kamar-kamar berada di 

belakang sehingga dapat mencegah melebarnya kebakaran dan ruang muatan 

menjadi besar. Kapal tanker ada yang berukuran besar, misalnya Very, Large, 

Crude, Carrier (VLCC) berkapasitas 300.000 DWT. 

 

6. Jenis-Jenis Kapal Tanker Menurut Fungsinya 

Kapal menurut UU R.I No.17 Tahun 2008 adalah kendaraan air dengan 

bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga 

mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang 

berdaya dukung dinamis, kenddaraan di bawah permukaan air, serta alat apung 
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dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Maka dari itu kapal 

tankerpun memilik jenis sendiri dan memiliki beberapa fungsi berbeda dengan 

kapal lainnya, seperti uraian sebagai berikut : 

a. Kapal Tanker Minyak (Oil Tanker) 

Kapal Tanker Minyak adalah sejenis kapal tanker yang berfungsi untuk 

mengangkut minyak. Ada 2 jenis kapal tanker pengangkut minyak, yaitu 

kapal tanker pengangkut minyak matang/halus dan kapal tanker pengangkut 

minyak mentah. Biasanya kapal pengangkut minyak mentah berukuran lebih 

kecil. Kapal ini harus dibuat kokoh dan jangan sampai minyak yang 

diangkutnya bocor karena dapat menyebabkan malapetaka dalam kehidupan 

laut di sekitarnya. 

b. Kapal Tanker Bahan Kimia (Chemical Tanker) 

Kapal Tanker Bahan Kimia adalah sejenis kapal tanker yang berfungsi 

untuk mengangkut bahan kimia. Populasi kapal jenis ini bisa dikatakan 

jarang. 

c. Kapal Tanker LPG (LPG Tanker) 

 Kapal Tanker LPG adalah salah satu kapal tanker gas yang difungsikan 

untuk membawa LPG (Liquefied Petroleum Gas).  

d. Kapal Tanker LNG (LNG Tanker) 

Kapal Tanker LNG adalah salah satu kapal tanker gas yang difungsikan 

untuk membawa LNG (Liquefied Natural Gas). Kapal ini tidak jauh berbeda 

dengan kapal tanker LPG karena sama-sama kapal tanker pengangkut gas. 

  

7. Definisi Agen 

 Peraturan yang selama ini dijadikan dasar mengatur agen adalah Peraturan 

Menteri Perdagangan RI No. II/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan 

Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang 

dan atau Jasa. Dari materi atau cakupan yang diatur dalam peraturan tersebut 

dapat dilihat bahwa peraturan tersebut lebih bersifat adminitratif dan tidak 

substansi, sehingga konsep dasar hubungan antara prinsipal, agen serta 
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pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, tidak diatur dalam peraturan 

tersebut. 

 Dalam pasal 1) disebutkan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan 

nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal 

berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan 

pemindahan hak dan fisik barang dan atau jasa yang dimiliki/dikuasai oelh 

prinsipal yang menunjuknya. 

 Dalam dunia di PT. Pertamina (Persero) Region IV Semarang divisi Marine 

bergerak dalam pengelolaan kapal yang disebut dengan agen, keagenanan 

dalam cabang Marine Semarang dibantu oleh pihak operasional. Pengertian 

dari agen itu sendiri adalah : 

 Menurut Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. di bukunya Keagenan 

(Agency), klasifikasi agen itu sendiri adalah kewenangan yang melekat pada 

agen yang diberikan oleh prinsipalnya, merupakan kekuatan (power) yang 

dapat mengakibatkan perubahan status hukum pada prinsipal. Pada saat agen 

menjalankan kewenangan yang diberikan prinsipal padanya, dengan cara 

melakukan transaksi dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam kontrak 

tertulis, suatu hak dan kewajiban baru secara hukum telah tercipta bagi 

prinsipalnya. Untuk itu, prinsipal diberikan kewenangan untuk melakukan 

pengawasan atas pekerjaan agen juga dalam rangka memastikan bahwa 

pekerjaan agen tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangan yang diberikan 

padanya. 

 Berdasarkan kewenangan yang melekat pada agen, maka agen dapat 

diklasifikasikan dalam beberapa golongan, yaitu : 

a. Universal Agent 

 Terjadi saat prinsipal menunjuk seseorang untuk melakukan semua 

pekerjaan atau tindakan yang secara hukum dapat didelegasikan pada agen. 

Universal agent ditunjuk oleh prinsipal biasanya untuk beberapa tenggang 

waktu. 
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b. General Agnet 

 Dengan memberikan kewenangan pada seseorang untuk mengeksekusi 

semua transaksi yang berkaitan dengan bisnis, maka prinsipal telah 

menunjuk general agent. General agent memegang kendali dan memproses 

semua aplikasi/permohonan asuransi serta menentukan semua kebijakan 

pada area tertentu yang dipercayakan padanya, sedangkan istilah agent 

menunjuk pada seseorang yang menjual jasa asuransi pada publik, dan agen 

merupakan saluran bisnis ke jenjang yang lebih tinggi berikutnya, yaitu 

general agent. Agen mengendalikan tempat bisnisnya sendiri atas biaya 

sendiri, sebagai gantinya agen mendapatkan kompensasi berupa komisi. 

c. Special Agent 

 Prinsipal dapat menentukan bahwa agen hanya diberikan kewenangan untuk 

melakukan transaksi tertentu saja atau beberapa transaksi. Dalam hal ini 

agen hanya dapat atau dibolehkan mewakili kepentingan prinsipalnya hanya 

dalam transaksi tertentu atau aktivitas tertentu. 

d. Agency Coupled With an Interest 

 Pada saat agen telah melakukan pembayaran dalam rangka menjalankan 

kewenangan yang diberikan padanya oleh prinsipal dalam aktivitas bisnis, 

dalam hal ini agen disebut dengan agency coupled with an interest. Seperti 

halnya sebuah Bank dalam hal ini menjadi agen dari perusahaan peminjam 

kredit untuk mengumpulkan uang sewa, dengan suatu kepentingan untuk 

pengembalian pinjaman yang diberikan pada peminjam. 

e. Gratuitous Agent 

 Walaupun kebanyakan agen menerima konpensasi bukanlah suatu 

persyaratan untuk adanya hubungan keagenan antara prinsipal dan agennya. 

Pada saat seseorang secara sukarela dan tanpa adanya imbalan degan adanya 

persetujuan terlebih dahulu, disebut dengan gratuitous agent. 

f. Sub Agent 

 Dalam keadaan tertentu, kemungkinan prinsipal akan banyak diuntungkan 

apabila memberikan kewenangan pada agennya untuk mendelgasikan 

kewenangannya pada pihak lain. Pihak lain yang ditunjuk oleh agen disebut 
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dengan subagen. Sub agen bertugas membantu agen dalam menjalankan 

kewajibannya. Tindakan yang akan dilakukan subagen akan mengikat 

prinsipal jika tindakan tersebut diambil alih oleh agen. 

 

8. Perjanjian Keagenan 

  Dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-

DAG/PER/3/2006 di buku Keagenan (Agency) Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., 

M.S. disebutkan sebagai berikut : 

a. Perikatan antara prinsipal dengan agen, agen tunggal, distributor, 

 distributor tunggal barang dan atau jasa produksi luar negeri harus 

 berbentuk perjanjian yang dilegalisir notary public dan surat keterangan 

 dari Atase Perdagangan Republik Indonesia di negara prinsipal. 

b. Perikatan antara prinsipal dengan agen, agen tunggal, distributor,   

  distributor tunggal barang atau jasa produksi luar negeri harus   

  berbentuk perjanjian yang dilegalisir notaris. 

c. Prinsipal dapat membuat perjanjian hanya dengan satu agen tunggal  atau  

  distributor tunggal untuk jenis barang dan atau jasa yang sama dari  suatu  

  merek di wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu. 

d. Prinsipal dapat membuat perjanjian dengan satu atau lebih agen atau  

  distributor untuk jenis barang dan atau jasa yang sama dari suatu merek  

  di wilayah pemasaran tertentu di luar wilayah pemasaran agen tunggal  

  atau distributor tunggal. 

e. Dalam hal prinsipal membuat perjanjian lebih dari satu agen atau   

  distributor sebagaimana dimaksud pada ayat 4), prinsipal wajib   

  menyebutkan nama-nama agen atau distributor yang telah ditunjuk. 

f.  Apabila terdapat perjanjian lebih dari satu agen tunggal atau distributor  

  tunggal oleh prinsipal untuk jenis barang dan atau jasa yang sama dari  

  suatu merek dalam wilayah pemasaran tertentu, maka STP diberikan  

  kepada pemohon utama. 

g. Perjanjian sebagaimana dimaksut pada ayat 1) dan ayat 2) paling sedikit  

  memuat : 
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1) Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian 

2) Maksut dan tujuan perjanjian, 

3) Status keagenan atau kedistributoran, 

4) Jenis barang atau jasa yang diperjanjikan, 

5) Wilayah pemasaran, 

6) Hak dan kewajiban masing-masing pihak, 

7) Kewenangan, 

8) Jangka waktu perjanjian, 

9) Cara-cara pengkakhiran atau penyelesaian perjanjian, 

10) Hukum yang dipergunakan 

11) Tenggang waktu penyelesaian 

  Beberapa sebab yang dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian 

 keagenan sebelum masa berlakunya berakhir adalah : 

1) Perusahaan dibubarkan, 

2) Perusahaan menghentikan usaha, 

3) Dialihkan hak keagenan/kedistributorannya, 

4) Bangkrut atau terjadinya kepailitan, 

5) Perjanjian tidak diperpanjang. 

 

9. Beberapa definisi menurut Drs. Suwarno, BA., MM dibukunya Managemen 

Pemasaran Jasa Perusahaan Pelayaran dan menurut Undang-Undang Pelayaran 

No.17 Tahun 2008 mengenai data-data yang berkaitan dengan kapal MT. 

Senipah sebagai berikut : 

1) ETA  

 Estimation Time Arrival adalah perkiran kapal (MT. Senipah) sampai 

 di pelabuhan tujuan yang berdasarkan perkiraan dan perhitungan. 

2) B/L  

 Bill of Lading adalah dokumen yang di buat dan ditandatangani oleh kepala 

 cabang atas nama perusahaan atau agen atas nama principal tentang dan 

 sebagai bukti bahwa muatan BBM sudah di muat di atas kapal, yang isinya 

 adalah : 
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a) Consignee adalah penerima muatan yaitu badan hukum yang berhak 

menerima barang muatan kiriman dari PT. Pertamina, Jakarta sebagai 

shipper dari pelabuhan muat Singapore ke pelabuhan tujuan di Terminal 

Bahan Bakar Minyak (TBBM) di PT. Pertamina (Persero) Region IV 

Semarang, 

b) Shipper adalah pengirim muatan yaitu badan hukum PT. Pertamina, 

Jakarta yang mempunyai muatan gasoline dari pelabuhan muat Singapore 

ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di PT. Pertamina (Persero) 

Region IV Semarang,  

c) Carrier adalah perusahaan PT. Pertamina, Jakarta yang melakukan 

pengangkutan muatan (gasoline) dari pelabuhan muat Singapore ke 

Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di PT. Pertamina (Persero) 

Region IV Semarang, dengan kapal laut (MT. Senipah) dan nama 

nahkoda (Willy Hernando). 

d) Description of good adalah tentang deskripsi muatan gasoline yang 

diantaranya tentang nama muatan, jumlah muatan,berat muatan, tipe 

muatan, volume muatan. 

e) Port Of Loading adalah pelabuhan muat (Singapore) pelabuhan asal 

dimana Bahan Bakar Minyak (BBM) dimuat . 

f) Port of discharge adalah pelabuhan tujuan dimana muatan akan 

dibongkar TBBM PT. Pertamina (Persero) Region IV Semarang. 

g) Tandatangan master, adalah tanda tangan nahkoda kapal MT. Senipah 

untuk menandai bahwa muatan tersebut diakui. 

3) Manifest  

Menerangkan tentang daftar muatan yang akan dibongkar di pelabuhan 

Single Point Mooring (SPM) Marine PT. Pertamina Semarang. Jadi pihak 

agen mengetahui berapa jumlah yang akan di bongkar dan jenis muatan 

yang akan dibongkar termasuk mencantumkan shipper dan consignee 

sebagai penerima muatan. 
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4) GT 

Total volume ruang yang tertutup kapal MT. Senipah mulai dari lunas 

hingga cerobong asap non produktif seperti tempat tinggal ABK. 

5) DWT 

 Berat mati kapal MT. Senipah yaitu berat dari Muatan, Bahan bakar, 

Minyak pelumas, Air tawar, ballast, provisi (perbekalan), Penumpang dan 

Anak buah kapal (ABK) atau Berat kapal keseluruhan dalam keadaan 

muatan penuh dan siap untuk berlayar dikurangi berat kapal kosong 

termasuk mesin, permesinan dan perpipaan. 

6) Owner Kapal 

 Pemilik dari kapal tersebut atau perusahaan pemilik kapal MT. Senipah 

yaitu PT. Pertamina, Jakarta. 

7) Bendera Kapal 

 Bendera yang berkibar di atas kapal MT. Senipah yang menunjukan 

kebangsaan kapal dengan berbendera kebangsaan Indonesia. 

8) Call Sign 

 Kode panggilan kapal untuk mengetahui speed, position kapal atau 

status kapal yaitu JZYW. 

9) Nama Kapal 

 Nama dari kapal untuk mempermudah operasional darat mengetahui kapal 

apa tersebut (MT. Senipah). 

2.2 Gambaran Umum Obyek Penulisan 

1. Sejarah umum PT. Pertamina (Persero) Region IV Semarang 

Berdirinya Pertamina adalah bermulah dari meleburnya perusahaan- 

perusahaan minyak dan gas bersifat kedaerahan yang memperebutkan ladang-

ladang minyak peninggalan Belanda. Pada tahun 1945 ladang minyak 

Sumatera utara, Langkat dan Langsat (Aceh) digabung dalam satu nama yaitu 

Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU). Pemerintah memutuskan 

Tambang Minyak Sumatera Utara di rubah menjadi PT Eksploitasi Tambang 

Minyak Sumatera Utara  (ETMSU) di pimpin Dr. Ibnu Sutowo.  



19 

 

 
 

Untuk menegaskan bahwa PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera 

Utara (ETMSU) tidak bersifat kedaerahan dan merupakan milik Nasional. 

Untuk meredam perebutan ladang- lading minyak tersebut. Pada 10 

Desember 1957 perubahan ini berubah nama menjadi PT. Perusahaan Minyak 

Nasional (PERMINA) yang kemudian di restrukturisasi menjadi PN 

PERTAMINA dengan bisnis inti ekplorasi migas Indonesia sebagai 

perpanjangan tangan Negara. 

Melalui Peraturan Pemerintah pada 20 Agustus 1968 PN PERTAMINA 

digabung dengan PN PERMINA yang bergerak dibidang pemasaran. 

Perusahaan gabungan tersebut dinamakan  PT Pertambangan minyak dan Gas 

Bumi Nasional (Pertamina). Selanjutnya Pemerintah menerbitkan UU No. 8 

tahun 1971 dan menempatkan pertamina sebagai satu-satunya perusahaan 

milik Negara yang ditugaskan melaksanakan penguasan migas mulai dari 

hullu hingga hilir. 

Seiring dengan waktu dan untuk menghadapi dinamika perubahan industry 

migas, maka pemerintah memberikan UU No. 22 tahun 2001 mengenai 

pengolahan minyak dan gas bumi. Dimana Pertamina memiliki kedudukan 

yang sama dengan prusahaan minyak lainya. Dan pada 17 September 2003 

Pertamina berubah menjadi PT. Pertamina (Persero) berdasarkan PP No. 

31/2013 sebagai konsekuensi di berlakukannya UU No. 22 tahun 2001 

dimana pertamina melakukan pemisahan bisnis hulu dan hilir. 

Pada 10 Desember 2006, sebagai bagian dari upaya menghadapi 

persaingan, PT Pertamina (Persero) mengubah logo dari lambing kuda laut 

menjadi anak panah dengan tiga warna dasar hijau-biru-merah. Selain itu 

menunjukan kedinamisan logo baru itu juga mengisyaratkan wawasan 

lingkungan yang dimiliki perusahaan. 

PT. Pertamina (Persero) didirikan berdasarkan akta Notaris Lenny Janis 

Ishak, SH. No 20 tanggal 17 September 2003 dandisahkan oleh Mentri 

Hukum Dan HAM melalui surat keputusan No. C-24025 Ht.01.01 

padatanggal 9 Oktober 2003.Pedirian perusahaan ini dilakukan menurut 
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ketentuan- ketentuan tercantum dalam Undang-undang No. 1 tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas.  

Sejak Pertamina menajdi Persero, program peremajaan kapal mulai 

dijalankan kembali meskipun menemuin beberapa kendala. Dalam kurun 

waktu 2005-2007, tercatat kurang lebih 8 kali lelang yang berujung 

kegagalan, dengan berbagai upaya, perlahan namun pasti dari tahun 2008 

2014 Fungsi shipping telah berhasil menandatangi 42 kontrak pembelian 

kapal. 

Penguatan armada milik menuju kemandirian distribusi energi seperti yang 

tercantum pada majalah PT. Pertamina terletak pada peningkatan target kargo 

yang diangkut tentu saja akan berimplikasi pada kebutuhan akan 

pengoperasian kapal juga semakin meningkat. Tentu saja dalam prosentase 

yang kurang lebih sama sekitar 35 persen per tahun. Untuk perluasan 

domestik saja. Pada tahun 2015 fungsi shipping mengoperasikan 239 unit 

kapal yang terdiri dari 57 kapal milik, 146 unit kapal charter, dan kurang 

lebih 36 unit untuk pengangkutan kargo dengan sistem Contarct of 

Alffreighment (COA). 

Untuk simbol dari sejarah tersebut sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Logo Hingga Menjadi Nama PT. Pertamina (Persero) 

Sumber : Data Pribadi Yang Diolah 
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2. Struktur Organisasi, Tugas, dan Tanggungjawab Masing-Masing Bagian. 

 Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa 

aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan 

perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. 

Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui 

keberadaannya oleh masyarakat di sekitarnya, karena memberikan 

kontribusi seperti: pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat 

sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran. 

Orang-orang yang ada di dalam organisasi mempunyai keterkaitan yang 

terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur 

hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang 

konstan di dalam keanggotaan mereka menjadi anggota, orang-orang 

dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur. 

a. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Marine adalah pengakuan organisasi akan 

adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggota 

organisasi secara terstruktur. Struktur organisasi perusahaan PT. Pertamina 

yang bergerak di divisi marine ini merupakan sebuah garis hierarki yang 

ada dan berlaku pada divisi ini. Di dalam struktur marine ini terdapat 

penggambaran yang jelas mengenai berbagai macam tingkatan posisi yang 

ada di divisi marine tersebut. Seperti halnya dengan struktur organisasi 

Marine PT. Pertamina (Persero) Reg. IV Semarang sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 : Struktur Organisasi Divisi Marine PT. Pertamina 

(Persero) Region IV Semarang 

Sumber : Data Pribadi Yang Diolah 

 

3. Tugas dan TanggungJawab Masing-Masing Divisi Marine di PT. Pertamina       

(Persero) Region IV Semarang. 

Pada sebuah perusahaan, pembuatan struktur organisasi perusahaan bukan 

hanya sekedar menggambarkan deskripsi terhadap wewenang dan tugas 

karyawan dalam sebuah organisasi tapi juga memberikan gambaran yang jelas 

terhadap hal-hal berikut : 

   a. Kejelasan Tanggung Jawab 

Struktur organisasi memberikan gambaran secara jelas mengenai 

pertanggung jawaban kepada pimpinan yang memberikan  kewenangan, 

karena selanjutnya pelaksanaan kewenangan tersebut harus dipertanggung 

jawabkan. 

   b. Kejelasan Kedudukan 

Kedudukan dalam perusahaan, terlihat pada struktur organisasi yang 

sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi, karena keterkaitan 

penyelesaian pekerjaan terhadap suatu dipercayakan pada seseorang. 
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  c. Kejelasan Tugas 

Penyelesaian terhadap uraian tugas pada perusahaan yang terlihat dalam 

struktur organisasi, sangat membantu pada pihak pimpinan untuk melakukan 

pengawasan dan pengendalian kinerja bawahan serta membuat konsentrasi 

terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas. Jadi 

adapun tugas dan tanggungjawab masing-masing Divisi Marine di PT. 

Pertamina Region IV Cabang Semarang sebagai berikut : 

1) Head of Marine Semarang 

a) Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pengoperasian SBM serta 

pemeliharaannya 

b) Mengadakan koordinasi dengan instansi pemerintah setempat yang 

terkait yaitu KSOP Kelas Utama Pelabuhan Tanjung Emas, Kantor Bea 

dan Cukai Tanjung Emas, Kantor Imigrasi Kelas I, Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas I  dan Keamanan Pelabuhan (TNI AL, Ditjen Polair, 

KP3 dan KPLP) dan fungsi lainnya yang terkait dengan tugas dan 

tanggung jawab di atas 

c) Dalam keadaan darurat, bertindak sebagai Koordinator Penanggulangan 

serta berkoordinasi dengan fungsi lainnya untuk menggerakan 

Emergency Response Plan PT. Pertamina (Persero) MOR IV dan atau 

Oil Spill Contingency Plan Marine Semarang, serta berkoordinasi 

dengan instansi pemerintah dan keamanan setempat. 

2) Inspector Marine Terminal Safety 

 Bertanggungjawab atas semua keamanan dan keselamatan atau kelayakan 

safety terhadap kapal dan semua crew kapal saat kapal itu tiba di terminal 

hingga keluar dari terminal khusus SPM PT. Pertamina dengan 

memperhatikan point sebagai berikut : 

- Penerapan peraturan yang sesuai SOLAS, ISM Code, STCW Code, 

   Marpol, ISPS, dll 

- Safety Operation Plan, 

- Prosedur-prosedur, 

- Safety Check List, 
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- Ship Shore Interface, 

- Contingecy and emergency Plan, 

- Perawatan peralatan, termasuk inspeksi dan sertifikasi, 

- Escape & evacuation route, assemble area, dan 

- Terminal information books. 

3) Jr. Spv. Shipping Agency & Tanker Programer 

 Bertanggungjawab atas segala surat ï surat dan dokumen kapal baik 

sebelum kedatangan maupun selesai dan akan berangkatnya kapal ke dan 

dari SPM. 

4) Spv. PQC & Bunker Operation 

 Melakukan Eksekusi operasi kapal, kegiatan klaim terkait discrepancy 

(under performance) dan slow speed, over bunker, dead freight (karena 

ketidaksiapan kapal) rencana pengisian bunker untuk kapal KKR dan 

kapal thanker charter/ milik/ keagenan, port operation monitoring, 

pengelolaan permohonan sertifikat terkait kalibrasi custody Tranfer BBM, 

langkah tindak lanjut eksekusi operasi kapal terkait kegiatan-kegiatan 

on/off hire agar kegiatan operasional berjalan dengan lancar dan aman di 

Marine Region IV area Pengapon.  

5) Jr. Spv. Port Operation & OSR (Oil Spill Response) 

a)  Menyiapkan sarana tambat setelah mendapat perintah dari Jr. Spv. 

Shipping Agency & Tanker Programmer, mengkoordinir mooring 

gank untuk pembagian tugas yang akan dilaksanakan di lokasi 

penyandaran / SPM 

b)  Bergerak ke laut bersama ï sama dengan semua fungsi yang terlibat 

dalam penyandaran kapal serta memonitor pergerakan Pandu, Tug 

Boat dan Mooring Boat. 

c)  Pada saat proses penyandaran standby di haluan tanker untuk 

membantu meneruskan komando dari Pandu ke Mooring Boat yang 

mengambil tali tambat maupun yang bertugas menarik floating hose 

dan bekerja sama dengan crew kapal dari mulai memberikan tali ke 

Mooring boat yang mendekat untuk mengambil tali taqmbat dan rantai 
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di ujung floating hose sampai selesai proses tambat dengan lancar dan 

aman 

d)  Pada saat persiapan pembongkaran BBM, bersama dengan Mualim I 

kapal tanker dan Discharge Master ikut menyaksikan pengukuran 

muatan kapal (before Discharge), serta mengisi form Safety Check 

List dan memeriksa sarana kapal dari kemungkinan bahaya 

pencemaran minyak di perairan sesuai dengan SSSCL 

e)  Pada saat pembongkaran muatan, menjaga jarak antara kapal tanker 

dengan SPM dengan memberikan komando ke Tug Boat yang jaga di 

buritan (Tug Boat yang menunda di buritan kapal tanker) untuk 

menarik kapal agar selalu berjarak aman dengan SPM sewaktu ada 

perubahan angin dan arus selama kapal tambat di SPM 

f)  Pada waktu selesai bongkar BBM memberitahukan ke pihak Marine 

mengenai selesainya pembongkaran muatan agar secepatnya dikirim 

pandu untuk lepas dari SPM 

g)  Pada waktu proses lepas dari SPM, membantu lepas kapal dari SPM 

mulai saat persiapan sampai selesai lepas dengan aman dan lancar. 

6) Jr. Spv. Plan & Control Facility 

Bertanggung jawab atas program pemeriksaan dan pemeliharaan SPM  

beserta komponen ï komponennya agar selalu berada dalam keadaan  

baik dan siap untuk dioperasikan. 

7) Pandu 

Bertanggungjawab pada saat dilaksanakannya penyandaran kapal di SPM  

dan pada waktu lepas dari SPM. 

8) Discharge Master 

Bertanggung jawab atas perhitungan muatan di atas kapal dan 

membandingkan dengan BL, Ship Figures dan Shore Figures. Tugas dan 

tanggung jawab Discharge Master adalah : 

a) Melaksanakan pengukuran ullage, density 15º C, temperatur dari 

setiap kompartemen tangki muatan bersama ï sama dengan pihak 

kapal. 
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b) Melaksanakan perhitungan muatan di atas kapal yaitu selisih antara 

BL dengan AR dibagi BL (Supply Lost) tidak lebih dari 0,5 Persen. 

Apabila perbedaan lebih besar dari 0,5 Persen maka dibuat Letter Of 

Protest kepada Loading Port, setelah terlebih dahulu dilakukan 

pemeriksaan bersama pihak kapal. 

c) Melaksanakan perhitungan muatan di atas kapal yaitu selisih antara 

BD dengan AR dibagi BL (Discharge Lost) tidak lebih dari 0,5 

Persen, jika melebihi angka tersebut maka dibuat Note Of Protest 

kepada pihak kapal. 

d) Menyelesaikan dokumen ï dokumen muatan termasuk kalkulasi 

cargo apabila ada sisa muatan di atas kapal. 

7) Crew Mooring Gank  

 Tugas mooring gank adalah membantu berthing master yaitu : 

a) Sebelum kapal tiba melakukan pemeriksaan di SPM dan 

mempersiapkan tali temali untuk penambatan kapal di SPM 

b) Melaksanakan penambatan kapal atas perintah dan petunjuk berthing 

master 

c) Membantu berthing master mengawasi jarak antara kapal dengan 

SPM agar selalu pada posisi aman 

d) Pada waktu kapal selesai discharged, melepas tali tambat SPM atas 

perintah dan petunjuk berthing master dan membereskan tali temali 

untuk disimpan di gudang darat. 

8) Crew Floating Hose 

a)  Crew hose bertugas dan bertanggung jawab pada penyambungan dan 

pelepasan floating hose dibawah perintah discharge master serta 

membantu tugas ï tugas discharge master. 

 

4. Visi dan Misi dan Motto PT. Pertamina (Persero) Region IV Semarang 

a. Visi 

Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia. 
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b. Misi 

Menjalankan usaha minyak, gas, serta energy baru dan terbarukan secara 

terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. 

c. Motto 

Menuju Kemandirian Energi yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan 

energi menjadi syarat mutlak bagi suatu bangsa untuk mewujudkan 

kemandirian energi. Hal tersebut ditentukan dengan kemampuan dalam 

mengelola sumber energi dan upaya menjaga ketahanan energi bangsa di 

tengah tantangan krisis harga minyak yang tengah merosot. 

5. Sarana Pendukung Operasional 

a. Sarana Bantu Operasi 

Untuk melayani sandar / lepas kapal di SPM sarana tersedia adalah : 

 

TABEL 2 .2 

SARANA BANTU OPERASI 

Sarana Jumlah Keterangan 

Snotter Rope / Nylon Rope 2 Buah 

Lengkap dengan 

peralatan untuk 

tambat 

Mooring Boat 3 Unit 

Kekuatan masing ï 

masing 125 HP, 

152 HP dan 170 HP 

Tug Boat 2 Unit 
1200 HP dan 3000 

HP 

 Sumber : Data Pribadi Yang Diolah 

 

b. Sarana Komunikasi  

 Sarana komunikasi yang dipergunakan selama ada penambatan tanker 

adalah : 
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1) Pada saat penyandaran tanker atau berhubungan dengan Pandu 

menggunakan Channel 12 (Pilot Channel), 

2) Untuk standby radio dengan Marine Semarang menggunakan 

Channel 09 (Marine Channel), 

3) Pada saat pembongkaran / discharge menggunakan Channel 02 

(Pengapon Channel). 

 


